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KATA PENGANTAR 

Pembajakan terhadap karya rekarnan suara semakin merajalela dan sangat 

memprihatinkan. Produser rekaman sebagai pemegang hale atas rekaman suara yang 

telah bersusah payah menghasilkan rekaman suara seakan tidak berdaya menghadapi 

maraknya pembajakan dan beberapa pelanggaran haknya. Atas dasar itulah peneliti 

memberanikan diri meneliti ~pek Perlindungan Hukum Bagi Produser Rekarnan Suara. 

Penelitian ini terlaksana berkat dukungan dari sumber dana DIK SUPLEMEN 

200112002 dengan Surat Keputusan Rektor No. 5306/J03IPGrlOOl tanggal12 JWIi 2001. 

Kepada ssemua pihak yang membantu terlaksananya peneliti kami seJaku peneliti 

mengucapkan banyak terima kasih. Tidak lupa kami .mohon kritik dan saran demi 

perbaikan penelitian ini. 

Semoga hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan ilmu di masa 

mendatang. 

Surabaya, November 2001 

Peneliti 
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RINGKASAN 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PRODUSER REKAMAN SUARA 

(Mas Rahmah, Sinar Aju Wulandari, Fifi Junita, 2001, 28 halaman) 

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan (I) Bagaimanakah upaya 

perlindungan hukum bagi produser rekaman suara, (2) Bagaimanakah hubungan hukum 

antara produser rekaman dengan para pihak yang terlibat dalam proses rekaman, (3) 

Bagaimanakah mekanisme perekaman lagu daerahltradisional oleh produser rekaman 

suara dalam kaitannya dengan otonomi daerah. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya perlindungan hukum bagi 

produser rekaman, juga untuk mengetahui hubungan hulrum antara prod user dengan para 

pihak yang terkait dengan proses perekaman suara serta untuk mengetahui mekanisme 

perekaman lagu daerahltradisional dalam rangka otonomi daerah, 

Penelitian ini bersifat juridis sosiologis untuk mengkaji perlindungan hukum bagi 

prod user re~aman suara, Sumber data yang digunakan untuk.menunjang kajian tersebut 

meliputi data primer dan, data ~kunder. Data primer berupa hasil wawancara dan 

peraturan perundang-undangan. sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai 

kepustakaa.'l yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 

wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan industri rekaman, inventarisasi 

dan klasifikasi peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan kepustakaan yang terkait 

dengan penelitian. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan 

dipaparkan secara deskriptif. Lokasi penelitian adalah Kantor Dirjen HaKJ, Asosiasi 

Industri Rekaman Suara (ASIRl) dan Asosisasi Industri ReJ<aman Film dan Video 

Indonesia (ASIREVI) di Jakarta. 

HasH penelitian ini menunjukkan bahwa bagi produser rekaman suara sudah diberi 
, , 

jaminan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang'Hak Cipta (UU 



NO.6 Tahun 1982 Jo. UU No.7 Tahun 1987 Jo. UU No. 12 Tahun 1997). Dari segi 

pengaturan perlindungan hukum atas hak-hak produser rekaman sudah memadai, hanya 

saja yang menjadi kendala adalah penegakan hukum yang tidak maksimal dan tidak 

konsisten serm berkesinambungan, terutama dalam menanggulangi kasus 

pelanggaran/pembajakan karya rekaman. Mengenai hubungan bukum antara produser 

rekaman dengan para pihak yang terkait dengan proses perekaman suara ( pencipta, 

penyanyi, musisi, penata musik) merupakan hubungan hukum keperdataan yang 

biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian atau kontrak yang didalamnya memuat hak 

dan kewajiban masing-masing pihak. Sedangkan tentang perekaman lagu daerahl 

tradisional • meskipun lagu daerahltradisional merupakan bagian kekayaan budaya daerah 

tertentu, produser rekaman bisa saja melakukan kegiatan perekaman lagu 

daerahltradisional karena.lagu daerahltradisional biasanya merupakan karya yang sudah 

menjadi milik umwn (Pu.blic domain). 

Berdasarkan basil penelltian ini disarankan untuk lebih m!!ngintensifkan aspek penegakan . 

hukum sebagai salah satu kendala bagi upaya perlindungan hukum bagi prod user 

rekaman. Untuk itu perlu disadarkan bahwa upaya penegakan hukum di bidang hak cipta 

adlah pcrsoalan setiap orang dan bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat 

penegak hukum. 

(L.P. Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga : 
~o. Kontrak: 589/J03.2IPG!2001, 13 Juni 2001) 



BAB I 

PENDAFlULUAN 

I. Latar Belakang Penelitian 

Industri rekaman di Indonesia mengalami perkembangan yang s3ilgat pesat. 

Pcsatnya pcrkembangan industri rckaman terscbut peril! dibarcngi perl illd ungan hukum 

yang mcmadai bagi para pelakunya agar ada kejcJasan aturan main sehingga bisa 

diminimalisasi sengketa yang timbul diantara para pihak yang :erlibat dalam industTi 

rekaman. Banyaknya sengketa yang muncul diantara penyanyi dan produser rekaman 

maupun pencipta lagu dan produscr rekaman menunjukkall bahwa temyata aluran hukum 

dirasakan belum mernberikan Tasa keadilan bagi pelaku industri rckaman di Indonesia. 

Sebagai con toh dapat dikcnlukakan kaslti Bimbo yang menggugai produser rckamannya 

karena dalam kontrak rekaman suaro tidak djpeljanjikan bahwa lagu-Iagu ciptaan Bimbo 

tersebut akan dircka:n di compact disk (CD) dan video compact disk (VeD). Contoh la in 

adalah digugatnya pcrusahaan rekaman JK Record oleh pcnyanyinya Iga Mawami akibat 

tidak diberikan bonus setelah pcnjualan kaset rnelcbihi I juta copy dan ditclantarkannya 

karir musik Iga. 

Gugatan hukwn yang intinya ditujukan kepada pcrusahaan atau produser rekaman 

ini muncul antara lain disebabkan adanya pcmahaman yang keliru mengenai arti dan isi 

k9ntrak antara prod user dengan pcncipta lagu dan penyanyi. Oalam kontmk rekaman 

harusnya diatur secarajelas tentang kewajiban dan hak-hak para pihak. 

1'.11 L IK 
'f!I<PUJTA¥.AAN 

bnBRSITAS AJRLANOOA 
,= __ S..;U:... l! A BAY A 

._-



Oalam kontruksi hukum hak cipta di Indonesia, ditegaskan bahwa karya rekamiln 

suara diakui sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi hak cipta. Hak cipta atas karya 

rekaman suam tersebut dimilliki oleh produser rekaman suam, sebagaimana diatur da!am 

pasal 11 Undang-undang Hak Cipta ( UU No. 6/1982 Jo. UU 111981 Jo. UU 1211991). 

Oengau demikian berdasarkan ketentuan hukum tersebut produser rekaman mempunyai 

hak khusus (ehcluswe righl) untuk memberi izin atau melamng oranga lain tanpa 

persetujuannya memperbanyak dan menggandakan karya rekaman suam tersebut. 

Meskipun prod user rekaman memiliki hak cipta atas rekaman suam, pada 

kenyataanya royalti· yang dikelola oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebagai 

collecting society tidak pemah diberikan· kepada perusahaan atau produser rekaman. 

Untuk itu perlu diteliti mengapa hal ini bisa terjadi. 

Selain itu meskiplJn yang berhak atas hak cipta rekaman suam adalah produser 

yang berarti peroanyakan atau penggandaan karya rekaman suam sepenubnya wewenang 

produser rekaman, namun pada kenyataannya banyak pihak lain yang ti~ berhak 

memproduksi dan memperbanyak rekaman suara yang dikategorikan sebagai tindakan . .. 

pembajakan. Pembajakan rekaman suam at.au lagu untuk tujuan komersial tersebut sudah 

pada taraf yang mengkhawatirkan. Hal ini bisa dibuktikan deogan maraknya peojualan 

VCO bajakao yang dapat dijumpai di segala penjuru, bahkan kenyataan menunjukkan 

bahwa untuk membeli VCO orisinal lebih sulit daripada VCD bajakan karena uotuk 

membeli VCO orisinal sel~ harus datang ke pusat penjualan tertentujuga masalah harga 

yang relatif sangat mahal. Terlebih Jagi pusat:pusat penjualan veo bajakan di Tuojungan 
.. 

Center Surabaya dan di Glodok Jakarta menawarkan harga yang sangat murah, sehingga 
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tentunya konsumen lebih' memilih VCD bajakan yang hanya seharga kurang lebih Rp. 

5.000,- daripada membeli VCD asli yang harganya bisa sepuluh kali lipat. 

Maraknya pembajakan ini menunjukkan hak eksklusif yang dimiliki oleh produser 

rekaman untuk memperbanyak atau menggandakan rekaman suara menjadi tidak ada 

artinya terutama dari segi ekonomisnya Untuk itu perlu diteliti mengenai perlindungan 

hukum bagi produser rekaman sebagai pihak yang lebih berhak atas rekaman suara, 

terutama dalam menghadapi pembajakan secara besar-besaran atas rekaman suara. 

Isu lain yang pcrlu diteliti berkaitan dengan pemberian perlindungan hukUln bagi 

produser rekaman adaJah tentang kejelasan status dan hubungan hukum antara pencipta 

lagu dan produser, mengingat bahwa rekaman suara pacta dasamya berisi lagu-Iagu yang 

hak ciptanya ada pa~ pencipta/penulis lagu. Sehingga jika ada pelanggaran hak atas 

rekaman suara atau pembajakan maka akan dapat diketahui siapa yang Jebih berhak 

menuntutJuga perlu diketahui kejelasan status dan hubungan hukum antara penyanyi, 

penaia musik dan musisi lain yang terlibat dalam proses rekaman suara. Dengan 

kejelasan hubungan hukwn ini bisa diantisipasi·sengketa yang mungkin timbul. 

Selain itu berkenaan dengan kebutuhan untuk merekam lagu-Iagu daerah atau 

tradisional, maka perlu diteliti kejelasan perekaman lagu-lagu daerahltradisional yaitu 

apakah produser bebas merekam atau harus meminta izin, mengingat bahwa ladu-lagu 

tradisional merupakan ciptaan yang sudah tidak diketabui penciptanya dan menjadi milik 

umum (public domain). Berkenaan dengan otonomi daerah yang efektif diberlakukan per 

.. ! Januari 2001, apakah produser rekaman suara perlu meminta izin pemerintah daerah 

yang lagu-Iagu daerahnya direkam oleh produser . Untukitu penelitian mengenai hal ini 
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perlu dilakukan demi kejalasan aturan main sehingga bisa dihindari gugatan hukum 

akibat perekaman lagu daerah oleh prod user rekaman. 

2. Rumusan Masalab 

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, permasalahan yang akan ditelitia 

adalah sebagai berikut : 

I. Bagaimanakah upaya perlindungan hukwn bagi prod user rekaman suara, terutama 

dengan adanya pembajakan karya rekaman? 

2. Bagaimanakah hubungan hukum antara produser rekaman suam dengan para 

pihak yang terlibat dalam proses rekaman ? 

3. Bagaimanakah mekanisme perekaman lagu daerah/ tradisional oleh produser 

rekaman dikaitkan dengan otonomi daerah? 

4 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Industri rekaman suara di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat 

Perkembangan ini tidak hanya berupa peningkatan kuantitas perusahaan rekaman, tetapi 

juga peningkatan tehnologi perekaman suara. 

Dalam rangka mendukung perkembangan industri rekaman suara dan dalam 

rangka penyesuaian kete'ltuan intemasional di bidang HaKl, dilakukan perubahan yang 

mendasar dalam Undang-undang Hak Cipta No. 711987 yang dituangkan dalam Undang-

undang No. ) 2/1997 terutama yang berkaitan dengan pengatura'l rekaman suara yang 

sebelumnya tidak ada dalam Undang-undang No. 7/1987; 

Undang-undang No. 12 Tahun 1997 dibuat dengan tujuan untuk memberikan 

. landasan perlindungan atas hak cipta termasuk rekaman suara serta ditujukan untuk 

menumbuhkan sikap pengakuan, penghargaan dan penghormatan masyarakat. terbadap . 

karya intelektual seseorang di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan termasuk karya 

rekaman suara atau lagu masuk dalam kategori ciptaan di bidang seni. Dengan adanya 

sikap pengakuan, penghargaan dan penghormatan masyarakat atas karya inteJektuaJ 

seseoran tersebut diharapkan dapat diciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan 

mencipta yang pada gilirannya secara simultan dapat memberi pengaruh bagi tumbuh 
,- .'" 

subumya kreativitas masyaraka, sehingga menimbuJkan stimuJan yang signifikan bagi 
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lahimya ciptaan-ciptaan Daru yang beragam, berkualitas serta memberi manfaat bagi 

pengkayaan khasanah kehidupan bangsa. I 

Menurut Undang-undang No. ) 2 Tabun 1997 rekaman suara merupakan salah satu 

bentuk ciptaan yang dilindungi hak cipta (pasal 11 huruf d). Ciptaan itu sendiri diartikan 

sebagai basil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan 

keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra (Pasal ) ayat 2 UU No. 

6/1982 Jo. UU No. ]211997, selanjutnya disingkat UUHC). Sedangkan hak cipta 

diartikan sebagai hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan 

dan memperbanyak ciptaan maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi 

pembatasan-pembatasan menurut peraruran perundang-undang~ yang berlaku (pasal 2' 

UUHC). 

Untuk bisa diberikan perlindungan maka rekaman suara sebagai suatu ciptaan 

akan memperoleh bak cipta apabila memenuhi stand art of copyright ability yaitu2 
: 

1. Fixation 
A work is fixed in a tangible medium of expression when it.~ enbodiment in a copy 

. or phonorecord by or under the authority of author. is sufficiently permanent or 
stable to permit to be perceived, reproduced otherwise communicated for a 
period of more than transitory duration. A work consisting of saund imager of 
both. that are being transmitted is fIXed for purpose of this title is a fIXation of 
work is being made Simultaneously with its transmissioll. 

2. Originality 
The work original ... or the lest of originality is not Ihat the work be novel or 
unique. Even a work based on upon something a reddy in a public domain may 
be original. 

3. Creativity 
Creativity as a siandard of copyright ability is to a great degree simply a measure 
of originality. Although a work thai merely copies exacily a prior work may be 

I Henry Soelistyo Budit "Perlindungan Hukum di bidang Hak Cipta di Indonesia (selanjutnya disebut 
Henry I)". Pe1atihan HaKI V diseJenggarakan atas kerjasama FH Unair dengan Perhimpunan Masyarakat 
HaKI Indonesia, Surabaya, 7-26 Agustus 2000.. .' . . 

2Ear! W.Kintmer & Jack Lahr, An Intellectual Property Law Primer, Ciark Boardman. New York, 
1983. h. 346-349. 
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held not to be original. If the copy entails the independent creative judgement of 
the author in its production, that creativity will render the work original. 

Hak cipta tidak melindungi ide tetapi melindungi ekspresi dari ide. Ciptaan juga 

hams memenuhi unsur originality yang bukan berarti harus baru tetapi menunjukkan 

bahwa penciptanya yang memberikan eksistensi pada sesuatu berdasarkan 

kreativitasnya (creativity). 

Rekaman suara yang memenuhi standard of copyright ability akan memperoleh 

perIindungan hak cipta. Hak cipta atas rekaman suara menjadi hak eksklusif produser 

rekaman suam. Mengenai siapa yang dimaksud dengan produser rekaman suara, pasal 

1 ayat 9 UUH~ menyebutkan bahwa produser rekaman suara adalah orang atau badan 

hul"1JIll yang pertama kali merekam atau memiliki prakarsa untuk membeiaya kegiatan 

perekaman suara atau bunyi baik dari suatu pertunjukan maupun suara maupun bunyi 

lainnya. 

Dengan hak eksklusif atas rekaman suara. prod user rekaman memiliki hak untuk 

memberi izin atau melarang orang lain memperbanyak rekaman suara. 

Untuk perolehan hak cipta atas rekaman suam, maka tidak ada keharusan untuk 

melakukan pendaftaran. Hak cipta itu lahir sejak ciptaan yang memenuhi standard of 

copyright ability diciptakanSehingga kerangka perlindungan hak cipta bersifat 

otomatis seketika setelah ciptaan itu lahir. Dengan kata lain, pendaftaran tidak 

melahirkan hak tetapi hanya menujukkan bukti awal hale cipta, sehingga rekaman suara 

inemperoleh hak seketika setelah rekaman suara itu selesai diwujudkan. Meskipun 

- demikian untulc" peinbuktian yang akurat tentang adanya hak atas rekaman suam, 

seyogyanya produser rekaman men~ftarkan hak cipta atas rekaman suam tersebut 

7 



BAB m 

TUJUAN DAN MANFAA T PENELITIAN 

1. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana upaya 

perlindungan hukum bagi produse rekam~ juga untuk mengetahui status dan hubungan 

hukurn antara produser rekaman dan para pihak yang terlibat dalam proses rekaman serta 

untuk mengetahui bagaimana mekamisme dan prosedur perekaman Jagu 

tradisiona1ldaerah dalam rangka otonomisasi daerah. 

2. MANF AA T PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh produser rekaman dan 

pihak-pihak yang terkait dengan proses rekaman sebagai acun dalam memahami hak­

halcnya dan memperoleh perlindungan hukum. Disamping itu juga dapat digunakan oleh 

Pemerintaha dan masyarakat dalam rangka pengakuan dan penghargaan kepada hak-hak 

produser rekamn. Dan yang lebih utama basil penelitian ini dapa digunakan sebagai 

referensi dalam mempelajari hukum mengenai hak cipta di Indonesia, khusunya hale cipta 

rekamana suara. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bersifat juridis sosiologis serta bersifat deskriptif untuk mengkaji 

perlindungan hukum bagi produser rekaman. 

Sumber data dalam penelitian ini diperoJeh dari segala informasi yang berkaitan 

dangan hak cipta rekaman suam, serta herbagai macam peraturan perundang-undangan 

yang mengatur masalah hak cipta serta berbagai bahan pustaka yang membahas hak 

cipta, rekaman swua dan produser rekaman. Dapat dikategorikan bahwa Data yang 

dipergunakan sebagai acuan adalah data primer dan data sekunder. Data primer herupa 

hasil wawancara dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder diperoleh dari 

berbagai kepl,lstakaan yang berkaitan dengan penelitian. 

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara dengan berbagai pihak 

yang terkait dengan industri rekaman suara dan perlindungall hak cipta khususnya untuk 

rekaman suara dan produser rekaman, sedangkan pengumpulan data primer herupa 

peraturan . pcl'Wldang-undangan dilakukan dengan cara menginventarisir dan 

mengklasifikasikan peraturan yang terkait dengan penelitian. 

Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kuaJitatif dan dipaparkan secara 

deskriptit: 

Lokasi penelitian adalah dikantor pemerintah yang menangani masalah hak cipta, 

dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Departemen 

~ehakiman dan beherapa asosiasi perkumpulan produser rekaman yaitu Asosiasi Industri 

Rekaman Indonesi (ASIRI) dan Asosiasi Industri Rekaman Film dan Video Indonesia di 

Jakarta .. 
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BAB V 

BASIL DAN PEMBAHASAN 

1. UPAYA PERLINDUNGAN aUKUM BAGI PRODUSER REKAMAN 

A. Pengaturan Hak-bak Produser Rekaman Suara 

Oengan diratifikasinya ketentuan Agreement on Trade Related Aspects of 

Intellectual Properly Rights, Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs) 

melalui UU No. 7 Tahun 1994, maka Indonesia terikat secara hukum untuk 

melaksanakan Persetuj uan TRIPs tersebut, termasuk penyesuaian terhadap 

beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan HaKl nasional. 

Oi dalam Persetujuan TRIPs tersebut antara lain diatur mengenal 

perlindungan bagi produser rekaman. Article 14(2) TRlPS Agreement 

menyebutkan hak yang dimiliki oleh produser rekaman suara sebagai berikut : 

"producers of phonograms shall enjoy the right to authorize or prohibit the direct 

or indirect reproduction of their phonogram ". 

Sebagai konsekwensi ratifikasi Persetujuan TRIPs, Indonesia mempunyai 

kewajiban untuk mengatur perlindungan produser rekaman tersebut dalam 

Undang-undang Hak Ciptanya. Pengaturan mengenai produser rekaman suara ini 

dapat dilihat dalam Bab VA UU No. 12 Tabun 1997 tentang Hak-bak yang terkait 

dengan bak cipta (neighboring rig~). Pasa143c ayat 2 UU No/ 12 Tahun 1997 

menyebutkan bahwa produser rekaman suara memiliki hak khusus untuk memberi 

izin atau melarang orang lain yang tanpa sepengetahuannya memperbanyak lwya 

rekaman suara atau bunyi. 
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Dengan deniikian berdasarkan ketentuan hukum tersebut produser rekaman 

suara memiliki hak khusus (exclusive right) atas rekaman suara. Pada dasamya 

hak khusus yang dimiliki prod user rekaman memiliki dua elemen hak yaitu : hak 

ekonomi dan hak moral. 

Dalam konsepsi hak cipta, hak ekonomi dapat dibedakan menjadi : 

1. Hak Memperbanyak 

Hak memperbanyak dapat dibedakan lagi menjadi : 

a.Hak Reproduksi (reproduction rights) yaitu memperbanyak karya cipta 

rekaman suara atau musik melalui berbagai media. 

b.Hak Mekanis (mechanical rights) yaitu memperbanyak karya cipta 

musik secara mekanis meialui media pita kaset, rekaman suam, compact 

disk, piringan hitam, dU. 

c.Hak Padu (synchronization rights) yaitu hak untuk memadukan dan 

menggandakan karya cipta secara: audio visual melalui kaset video, 

Laser Disk, VCD, dlJ. 

d.Hak eClak (printing rig/t:s)yaitu hal<: untuk mencetak dan 

memperbanyak karya cipta melalui media cetak; buk~ majalah, Koran, 

dU. 

e. Hak Penyewaan (rental rights) 

2. ~ak mengumumkan (performing Right); 

Yaitu hak menyiarkan, menyuarakan, atau mempertunjukkan karya 

cipta rekaman suara melalui teievisi, radio, bar/pub, restauran, cafe, 
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karaoke, bioskop, hOLel, penokoan, perkantoran, pesawat terbang, pusal-

pusat kebugaran dan e robik, dll . 

Mcngenai hak mengumumkan (Pel/arming Right) pada umumnya 

dalam kontrak antara produser rekaman dengan penyanyi d iperj anj ikan 

bahwa hak yang dialihkan oleh pencipta kepada produser rekarnan 

adalah hak ekonomi yang hanya terbatas pada hak untuk menggandakan 

dan tidak tennasuk performing rights. Sehingga dapat dipahami bahwa 

Yayas::m Karya C ipta Indonesia yang me ngelo la royahi dan perjorming 

right tidak memberi kan royahi kepada prod user. 

Sedangkan hak moral yang dimiliki produser rekaman dapat dibedakan 

menjadi3 
: 

I. Adaptation Right1lntegrilY yang meliputi : 

a. hak menterjcmahkan (translation) 

b. hak mengubah is i ciptaan (modification) 

2. PClem ity yaitll hak agar namanya sela lu dicantumkan. 

B. Syarat, mekanisme dan jangka waktu Perlindungan 

Sebagaimana diuraikan bahwa rekaman suara masuk sebagai ciptaan yang 

dil indungi hak cipta (Pasal II huruf d UUHC). Untuk bisa di berikan perlindungan maka 

rekaman suara yang dihasilkan oleh produser rekaman merupakan hasil karya perekaman 

prod user rekaman da lam bentuk yang khas dan menunjukkan keasl iannya. Dengan kala 

lain rekaman suara akan diberi perlindunganjika memenuhi standort of copy right ability 

)Rimo Harahap, "KCI Lcmbaga Perizinan Hak Cipta Karya Mu sik (sclanjulnya disebut Rimo 
Harahap I)". Pelatihan Haki Vl8agi Dosen Fakuhas HUkum Perguruan Tinggi Wilayah Indonesia Timur. 
Surabaya. 1 September 200 I. h. 3 
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sebagaimana telah diuraikan di atas (Bab II) yakni faation, originality dan creativity4 

bahwa rekarnan suara telah diwujudkan dan tidak. hanya berupa ide, juga harus 

memenuhi unsur originalitas dan kreativitas yaitu bahwa rekarnan suam tersebut benar-

benar merupskan basil karya dari prod user. 

Mengenai mekanisme perlindungan, tidak ada keharusan untuk pendaftaran hak 

guna mendapatkan perlindungan. Hak produser rekarnan lahir seketika rekaman suara 

telah dihasilkan atau diwujudkan. Meskipun pendaftaran bukan merupakan mekanisme 

Jahimya hak atas rekaman suam, tetapi untuk memudahkan pembukti~ seyogyanya 

produser rekarnan mendaftrakan haknya. 

Mengenai jangka waktu perlindung8n, Pasal 43 D UUHC mellyebutkan bahwa 

jangka waktu perlindungan bagi produser rekaman yang menghasilkan karya rekaman 

suara berlaku selam 50 (lirnapuluh) tahun sejak karya tersebut selesai direkam. 

c. Upaya Pemulihan dalam Hal Terjadi Pelanggaran Bak/Pembajakan 

Industri rekaman suara merupakan "the Dirties Business in the world',s yaitu 

sebuah industri yang tidak hanya menawarkan keglamouran tetapi juga merupakan bisnis 

yang mudah mendatangkan penghasilan dalam jumlah besar apalagi melalui jalan pintas 

dengan cara meJanggar hak (unlegitimate produclions/. Sebagai contoh seorang yang 

melakukan pembajakan atas rekaman suara yang lagi meledak di pasaran akan 

memperoleh keuntungan yang sangat fantastis karena pembajak hanya mengeluarkan 

biaya produksi (biaya perekaman, ·kasetIVCD) dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk 

4 Jill Me Keough & Andrew, Intellectual Property in Australia, Butterworths, Sydney, 1997, h. 134. 
j Arne! Affandi, .. Perlindungan Hale Ciptadahllp Industri Nasional'" Pelatihan HaKI VI Basi Dosen 

FH Perguruan Tinggi Wilayali Indonesia Timur, Surabays. 1 September 2001, h. I. 
6lbitl 
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promosi, studio rekaman; membayar lagu kepada pencipta lagu, honor penyanyi/artis, 

penata musik, musisi, bayar pajak kepada pemerintah, dll yang kesemuanya itu harus 

ditanggung oleh produser rekaman suam yang orisinal. 

Pada dasamya peJanggaran (infringement) yang banyak dilakukan dalam industri 

rekaman berupa7 : 

a. membuat rekaman tanpa izin dan diperuntukan untuk tujuan komersial 

(commercial purpose); 

b. menyiarkan rekaman secara langsung termasuk siaran melalui program cable 

service. 

c. menggunakan hasil rekaman pertunjukan yang diketahui atau patut diduga 

merupakan rekaman yang dibuat tanpa persetujuan, untuk dipertunjukkan atau 

dimainkan di depan umum, ·disiarkan atau ditayangkan melalui jaringan cable 

service; 

d memperbanyak atau menggandakan rekanlan suam dengan melanggar hak orang 

lain (pembajakan); 

e. ~engimpor unt'.Ik tujwu, komersial &tau diperdagangkan, menyimpan, menjual, 

menyewakan atau mena~ termasuk memajang untuk dijual, disewakan atu 

diedarkan basil rekaman yang tidak sah atau patut diketahuinya bahwa' rekaman 

tersebut dibuat dengan melanggar hak orang lain. 

Pelanggaran.pelanggaran tersebut dapat dikelompokkan dalam dua kategori besar = 

7Henry Soelistyo Budi, "Perlindungan Hak-hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta dan 
Pennasalahannya (selanjutnya disingkat Henry nr, Seminar Sosialisasi Undang-undang Hale Cipta dengan 
ternan Arti Penting Pelalesanaan PerJindungan Hale atas Karya Musik. Film dan Komputer Program, 
Bandung. 7 april 2001. h. 3, 
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a. primary infringemettt yaitu pelanggaran yang dilakukan karena unsur kesengajaan 

atau terdapat anggapan bahwa orang yang diduga melakukan pelanggaran terst!but 

mengetahui atau terclapat cukup alasan untuk mengetahui bahwa rekaman suara 

tersebut merupakan hasil peJanggaran; 

b. secondary infringement yaitu pelanggaran yang dilakukan tanpa kesenggajaan. 

Dari berbagai macam pelanggaran yang timbul dalam industri rekama, yang paling 

menonjol adalah pembajakan (piracy). Pembajakan merupakan musuh utama industri 

rekam8IJ karena pelanggaran ini lahir dan. baru ~ berakhir jika industri ini mati. Secara 

umum pembajakan karya rekaman dibagi dalam beberapa kategori8 
: 

a. Pirate merupakan bentuk pembajakan yang sangat ditakuti" dalam industri 

rekaman karena berupa. bajakan yang terdiri dari kumpulaJ:1 (unlegitimale 

compilation) dari berbagai lagu hits yang diambil dari berbagai album rekaman 

yang sedang atau pemah popuJer di masyaralcat. Karena merupakan kompilasi 

maka produk ini secara sekaligus dapat mematikan peredaran5-10 album yang 

legitimate. 

b. Counterfeit merupakan pembajakan atas suatu album reka:nan dengan sekaligus 

menjiplak cover album sarna persis dengall album yang orisinal. Susunan lagu 

sampai detail sampul album dibuat sarna dengan album yang asli. 

c. Bootleging merupakan perekaman illegal yang dilakukan pada saat artis atau 

group band s~g melakukan pertunjukan langsung (live show). 

Adanya kecenderungan tumbubnya pembajakan karya rekaman s~ yang sangat 

subur didasarkan pada kondisi : 

a Rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat : 

8Amell Affandi, Loc.Ot, h. S 
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Pengetahuan dan pemahaman masyarakat secara umum terhadap perlindungan 

hak atas kekayaan intelektual Masin rendah, sehingga kesadaran hukum dan 

penghargaan masyarakat atas hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta 

seseorang tidak seperti yang diharapkan. 

b. Penegakan hukum yang tidak konsisten; 

Meskipun pengaturan hak cipta sudah memadai. namun penegakan hukum alas 

aturan hak cipta tersebut tidak maksimal sehingga mengakibatkan tidak ada efek 

jera bagi. Pembajak lebih tergiur k-epa<Ja keuntun~an yang bakal didapat secara 

instan daripada ancaman hokum yang diatuc undang-undang. 

c. Sikap Dlasyarakat yang apriuri; 

Masyarakat cenderung apriori terhadp penegakan hukum hak cipta, sehingga lahir 

semacam ketidakpedulian terhadap pelanggaran, meskipun pelanggaran tersebut 

terjadi di depan mata. 

d. Kemaj~i1 tebnologi; 

PesatnYi:: kemajuan teh!iologi tidak 118nya memea\Ul efek positif bagi kehidupan 

ma5yarakat, tctapi juga membawa dampak negatif. Dengan kemajuan tehnologi 

pembajakan semakin rnudah diiakukan, bahkan untuk melakukan pembajakan 

karya rekaman suam tidak lagi dibutuhkan keahliall khusus. 

Menghadapi pelanggaran atas karya rekaman, ada beberapa upaya pemulihan 

yang dapat dilakukan oleh produser rekaman seb~gai pihak yang berhak yaitu : 

a Penerapan sanksi perdata meliputi : 

- Damages (semacam ganti rugi) 
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Pemegang hale· cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian 

yang diderita (pasa142 ayat I UU 12 Tahun 1997). 

- Account of Profit (kompensasi atas keuntungan yang seharusnya didapat) 

Pemegang hak cipta berhale untuk meminta kepada pengadilan agar 

memerintahkan penyerahan keuntunganlpengbasilan yang diperoleh dari basil 

pelanggaran hak cipta (Pasa142 ayat 3 UU No. 12 Tahun 1997). 

- Injuclion (semacam PUlusan Sela) 

Pengadilan berwenang memerintahkan pelanggar untuk menghentikan 

kegiatan pembuatan, perbanyakan, penyiaran. pengedaran dan penj ualan 

ciptaan atau barang yang merupakan basil pelanggaran bak cipta (Pasal 42 

ayat 4 UU No. 12 Tahun 1997). 

b. Penerapan sanksi pidana 

Adanya gugatan perdata yang diajukan pemegang hak tidak mengurangi hak 

negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap peJanggaran hak cipta ( Pasal 43 

B UU No. 12 Tahun 1997). Ketentuan pi dana terha:dap peJanggaran hak cipta 

diatur daJam p2sa144 yang memberikan sanksi pidana berupa : 

- maksimal penjara 7 tahun dan denda maksimaI Rp. 100.000.000,- jika 

menerbitkan atau mengcopy ciptaan secara tanpa hak; 

- maksimal penjara 5 tahun dan denda Rp. 50.000.000,- jika menyiarkan , 

Q1emamerkan. memperdagangkan atau menjual ciptaan secara tanpa hak 

atau memalsukan karya cipta. 

Terhadap ciptaan atau barang yang merupakan basil pelanggaran hak, 

berdasarkan putusan pengadilan dapat: 
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a. dirampas untuk Negara guna dimusnahkan atau 

b. diserahkan kepada Pemegang hak cipta sepanjang pemegang hak cipta telah 

menbrajukan gugatan perdata atas pelanggaran hak tcrsebut 

3. HUBUNGAN PRODUSER DG PARA PIHAK YANG TERLmAT DALAM 

PROSES REKAMAN SUARA 

Proses pembuatan suatu rekaman suara, dalam hal ini lagu terdiri atas 

beberapa proses atau tahapan yang membutuhkan keterlibatan beberapa pihak : 

a. Lagu yang bam dalam bentuk syair. Lagu dalam bentuk syair ini diciptakan oleh 

pencipta lagu dengan bantuan salah satu alat musik seperi gitar, piano, dll 

b. Syair lagu dalam draft sementara tersebut membutuhkan peranan penata musik 

(arranger) untuk diaransemen dan dibuatkan syair Jagu yang lebih baik daripada 

draft awal lagu tersebut. 

c. Dari hasil aransemen tersebut, peranan musisi dibutuhkan utnuk menyeJaraskan 

syair lagu tersebut dengan beberapa alat musik sehingga menghasilkan komposisi 

musik. 

d. Sesudah syair dan notasi lagu tersebut telah menghasilkan iramalkomposisi musik 

yang telah bersesuaian, maka dibutuhkan seorang penyanyi untuk 

menyanyikannya.9 

Dari beberapa tahapan tersebut, maka dapat diuraikan bagaimana hubungan 

antara produser dengan beberapa.pihak yang terkait dengan proses rekaman itu 

muncul: 

9Rinto Harahap, "Perlindungan Karya Cipta Bidang Musik (selanjutnya disingka Rinto Harahap n)", 
Pelatihan HaKI V yang Diselenggarakan FH Unair dengan Perhimpunan Masyarakat HaKl Indonesia, 
Surebaya, 7-26 Agustus 2000, h.2 
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- Hubungan produser-peocipta : 

Pada a\wlnya seorang pencipta melahirkan karya berupa Jagu baik yang 

menggunakan lirik maupun tanpa lirik. Dengan labirnya lagu tersebut maka karya 

tersebut secara otomatis akan mendapat hak cipta sejauh memenuhi standard of 

copyright ability. 

Selanjutnya pencipta yang bersangkutan meminta produser untuk merekam 

Jagu tersebut atau bisa juga bahwa produser meminta pencipta untuk membuat Jagu. 

Dalam proses ini hak cipta. atas lagu tersebut oleh penyanyi dialihkan atau 

dilisensikan sebagian atau seluruhnya kepada produser rekaman. 

Jika pencipta Jagu berniat untuk mengalihkan maka bisa memilih cara 

pengaJihan sebagaimana diatur dalam pasal3 UU No. 12 Tabun 1997 yaitu melalui : 

-pewarisan 

-hibah 

-wasiat 

-peTJanJlan. 

Biasanya jika pencipta herniat mengalihka:i diwujudkan dalam suatu perjanjian atau 

kontrak yang isinya mengalihkan sebagian atau seluruhnya hak cipta lagu. Dengan 

dialihkannya hak cipta lagu tersebut beralihlab hak cipta atas karya lagu kepada 

prod user rekaman. 

Tetapi jika pencipta memilih untuk melisensikan lagu tersebut, maka hale cipta 

lagu tetap ada pada pencipta, produser rekaman suam hanya diberi izin menggunakan 

hak cipta lagu tersebut dalam kaitannya dengan proses perekaman suara. Jika tidak 

diperjanjikan lain dalam perjanjian lisensi. diperkenankan pencipta lagu 
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menggunakan sendiri' hak cipta lagu tersebut atau bahkan melisensikan kembali 

kepada pihak lain. 

Dalam proses perekaman suara, praktek yang terjadi dalam industri rekaman 

biasanya berupa pemberian lisensi hek cipta atas karya lagu dati pencipta kepada 

prod user rekaman. Dalam perjanjian lisensi tersebut harus dicantumkan secara tegas 

hak dan kewajiban pencipta dan prod user rekaman, khususnya harus ditegaskan 

bahwa hak yang diberikan kepada produser rekaman adalah hak ekonomi yang 

terbatas pada hak untuk memperbanyak dan tidak tennasuk per/orming righl. 

Mengenai sistem pembayaran sebuah lagu, dahulu para produser menerapkan 

"system membeli putus (flat pay) " yaitu bahwa berapapun hasil yang diperoleh dati 

penjualan lagu tersebut, pencipta hanya mendapatkan honorarium pada saat-Iagu itu 

dibeli. Sistem membeli putus ini bagi pencipta lagu dirasa kurang adil ~arena hanya 

akan memperkaya produser sebagai pemilik modal. Untuk itu sekitar tahun 1995 

beberapa organisasi yang mewadahi para pencipta lagu, penyanyi, musisi dan penata 

musik merubah sistem pembayaran sebuah lagu berdasarkan "system royalti .. yaitu 

bahwa pencipta lagu, musisi, penyanyi dan penata musik mendapatkan honorarium 

dari setiap kaset, keping CDNCD yang terjual. 10 

Hubungan Prod user dengsn Penyanyi - Musisi - Pensta Musik 

Produser rekaman yang telah memperoleh lisensi untuk penggunaan suatu lagu 

dari pencipta selaku pemegang hak cipta kemudian meneruskan proses kreatif 

pembuatan karya rekaman suam dengan memilih penyanyi yang cocok untuk 

membawakan lagu tersebut, mencari pembuat aransemen lpenata musik, musisi 

10 Rilltl> Hdraliap ll. Op.Qt, h.3 
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pendukung. mempersiapkan studio rekaman serta segala peralatan dan media yang 

diperlukan untuk itu. Dengan selesainya proses tersebut maka Iahimya karya rekamall 

suara yang biasa disebut ma4iter rekaman yang mendapat periindungan penuh dalam 

rezim neighboring righJ (hak-hak yang terkait dengan hak cipta). Dengan adanya karya 

rekaman lagu tersebut produser rekaman sepenuhnya memiliki hak alas sound recording 

right tanpa mempengaruhi eksistensi perlindungan hak cipta alas lagu yang ada di pihak 

pencipta. Dengan lahimya karya rekaman lagu ter.;ebut sebenamya ada dua hak yang 

sarna-sarna eksis yaitu : 

Hak cipta atas lagu yang dimiliki pencipta (masuk dalam rezim hak cipta) 

Hak atas rekaman suarallagu yang dimiliki prod user rekaman (masuk dalam 

rezim hak-hak yang terkait dengan hak cipta(neighboring righJ) 

Khusus mengenai hubungan produser dengan penyanyi~ musisi dan penata 

musik biasanya dibuat peljanjian atau kontrak yang mengatur hak dan kewajiban masing­

masing pihak. Perjanjian perekaman suara yang dibuat oleh produser dengan penyanyi, 

produser dengan musisi dan produser dengan penata musik dapat digolongkan sebagai 

jenis perjanjian tidak bemama (onbenoemdJunspecijied) dimana jenis perjanjian ini lallir 

karena kebutuhan yang timbul dalam masyarakat. Tetapi jika dikaitkan pada Pasal 1457 

sampai dengan pasal 1864 perjanjian perekaman suara tergolong perjanjian untuk 

melakukan pekerjaan. 

-HubuDgaD Prod user dengan Distributor-AgeD 

Selanjutnya sebuah master rekaman yang sudah jadi akan digandakan dan 

didistribusikan oleh para distributor melalui berbagai keagenan yang tersebar hampir 
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disetiap propinsi untuk selanjutnya disalurkan ke toko-toko kaset dan CDNCD agar 

sampai ke tangan konsumen. 

Hubungan antara produser dengan distributor dan agen didasarkan pada perjanjian 

distribusi dan keagenan yang didalamnya dituangkan hak dan kewajiban masing-masing 

pihak. 

Secara ringkas hubungan prod user dengan para pihak yang terkait dengan proses 

perekaman suara dapat dilihat dalam skema di bawah : 

I Pencipta II-~>I Produser 1-, -~~I Distributor HAgen 1--1 Toko r-i Konsumen I 

/ 
I 

r-:--~-./ 

Copyright 
I 

l Arranger 
MUsisi 
Penyanyi 
studio &. eguipmeru 

1 
Master Rekaman ] 

1 
\ Hak atas Rekaman SuaralSoulld Recording Right 

Neighboring Right 

4. MEKANISME PEREKAMAN LAGU DAERAHlfRAI>ISIONAL 

Selain merekam lagu-Iagu bani, ada kebutuhan dari produser rekaman untuk 

merekam lagu daerah atau lagu-Iagu tradisional. Namun seiring dengan otonomi 

daerah, Pemerintah daerah berusaha menginventaris semua kekayaan daerah 

termasuk kekayaan budaya yang berupa Jagu-lagu daerahl tradisional. Pemerintah 

daerah mengeklaim bahwa sebagai bagian dari kekayaan daerah, maka sudah 
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selayaknya prod user yang akan merekam lagu daerahltradisional harus mcminta izin 

kc Pcmerintah Daerah. 

Lagu dacrah atau lagu tradisional scbcnamya mcrupakan lagu yang sudah 

menjadi public domain dan kebanyakan tidak diketahui siapa pencipta. Terhadap 

ciptaan yang tidak diketabui siapa pcnciptanya, pasal 10 A ayat ( 1) UU No. 12 Tahun 

1997 mengatur bahwa jib suatu ciptaan tidak diketahui siapa penciPlanya, maka 

!legara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kcpcntingan penciptanya. 

Penguasaan negara berl aku a!as lagu daerahltradisional yang sarna sekali (idak 

dikcl'ahui siapa penciptanya. Hal ini mengandung art i bahwa hal itu harus tclah 

didahului dengan upaya untuk mengetahui dan menemukan pencipta yang 

hcrsangkutan. Baru setclah diyakim bahwa lagu daerahltradisional terscbut tidak 

dikctahui penciptanya atau tida\.: ditemul:an penciptanya, maka hak cipta ditctapkan 

dipcgang oleh i1egara. Tet~pi apabi la di kemudian hari ada pihak yang mClllbuktikan 

sebagai pencipu! alau ada penciptanya, maka negara akan menyerahkan kembali hak 

cipla kcpada yang berhak. 

Berkaitan dcngan hal tersebut perlu diperhalikan pasal 10 ayat (2) yang 

menyebutkan : 

a. Hasil kebudayaan rakyat yang telah menjadi milik bersama, seperti hikayat. 

dongenga, legcnda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi , tarian, kaligrafi dan 

karya seni lainnya dipelihara dan dilindungi oleh negara 

b. Negara memegang hak cipta atas ciplaan tersebut terhadap pihak luar negen. 

Lagu daerahltradisional merupakan hasil kebudayaan rakyat yang tclah menjadi milik 

bersama , sehingga negara yang mcmegang hak cipta atas lagu dacrahltradisional 
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terhadap pihak luar negeri. Hal ini mengandung arti bahwa penguasaan negara atas 

Jagu daerahltradisional tidak mengurangi hak masyarakat untuk menggunakannya, 

bahkan untuk kepentingan yang sifatnya komersial sekalipun. II Namun pemanfaatan 

oJeh pihak Juar negeri atau asing hanya dapat dilakukan atas dasar izin dari negara. 

Masalahnya siapa yang berkompeten untuk memberikan izin memang belum ada 

penegasan. 12 Sesuai dengan ketentuan UU, hal ini akan diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah. 

Berdasarkan ketentuan tersebut di a!Ss, maka lagu daerahltradisional sebagai 

hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama dan tidak diketahui penciptanya 

boleh saja direkam prod user dalam suatu album rekaman, karena meskipun hak cipta 

atas lagu daerahltradisional di tangan negara hal ini tidak mengurangi hak produser 

sebagai warga negara Indonesia memanfaatkannya ballkan untuk tujuan komersial 

sekalipur.. 

Mengenai klaim daerah yang menganggap bahwa lagu daerahltradisional 

sebagai kekayaan budaya daerah sebenarnya agak herlebihan karena sudah ditegaskan 

tadi bahwa lagu daerahltradisional merupakan karya yang sudah public dumain. 

Memang bisa dibenarkan bahwa lagu daerahltradisional merupakan hasil kebudayaan 

rakyat di daerah tersebut dan menjadi milik bersama rakyat daerah tersebut. Hanya 

saja perlu ditegaskan sekali lagi bahwa lagu daerahltradisional hak ciptanya dipegang 

negara terhadap pemanfaatan pihak asing/luar negeri. 

Sebagai jalan tengah mungkin bisa diambil solusi bahwa karena hak cipta atas 

lagu daerahltradisional ada pada negara dan sampai sekarang belwn ada penegasan 

II Henry Soelistyo Budi I. Op. Cit, h.1 0 
12 Ibid 
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tentang siapa yang difunjuk untuk memberi izin bagi pihak asinglluar negeri yang 

berniat memanfaatkan lagu daerah tersebut. maka dalam hal ini bisa ditunjuk 

Pemerintah Daerah dimana lagu daerah tersebut hidup yang diberi wewenang oleh 

negara untuk memberi izin. 
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KESIMPULAN 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Proses pembuatan sebuah rekaman suara merupakan sebuah proses yang 

panjang yang melibatkan banyak pihak dan menyita banyak wakilI. tenaga. serta 

perhatian. Selain itu investasi yang ditanamkan dalam proses perekaman suara 

membutuhkan dana yang tidak sedikit. Disampingitu agar produk rekaman suara laku 

diperlukan perhitungan yang jitu mengenai target segmen, target penjualan serta 

strategi promosi yang akurat melalui berbagai media. 

Mengingat bahwa proses pembuatan rekaman merupakan proses yang panjang, 

rumit dan membutuhkan investasi besar, maka sudah selayakoya produser sebagai 

pihak yang memhiayai atau memprakarsai dan mengkoordinasi keglatan perekaman 

suara mendapat perlindungan hukum. Dari segi pengaturan perlindungan atas hak-hak 

produser rekaman sudah memadai, hanya saja yang menjadi kendalanya adalah 

mengenai penegakan hukum yang tidak maksimal dan tidak konsisten, terutama dalam 

menanggulangi pembajakan karya rekaman suara. 

Mengenai hubungan antara produser dengan pencipta, penyanyi. musisi, penata 

musik biasanya .dituangkan dalam bentuk perjanjian atau kontrak yang didalamnya 

. termuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. 
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Sedangkan tentimg perekaman lagu daerahltradisional, produser boleh saja 

melakukan kegiatan perekaman Jagu daerahltradisional karena lagu daerahltradisional 

tersebut merupakan karya yang sudah public domain. 

SARAN 

Karena kendala bagi perlindungan hukum bagi produser rekaman suara terIetak 

pada segi penegakan hukum, maka perIu disadarkan bahwa upaya penegakan hukum 

hak cipta di Indonesia itu adalah persoalan setiap orang dan bukan hanya menjadi 

tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum. Selain itu perlu diupayakan 

penegakan hukum sebagai proses yang terus menerus dan komprehensif serta 

memberikan efek jera pada peJanggar. Disamping itu pihak aparat penegak hukum 

harus memi!iki kesaman persepsi dan konsistensi dalam penerapan hukwn. 

27 


	JUDUL
	DAFTAR lSI
	RINGKASAN
	BAB I PENDAHULUAN
	BAB II TINJAUAN PUSTAKA
	BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
	BAB IV METODE PENELITIAN
	BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN
	BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

